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PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR o,,~ TAHUN 2012
 

TENTANG
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 
LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
 

BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a.	 bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dipandang 
perlu mengatur petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
dimaksud; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a maka di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomer 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3206); 

3.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

4.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 



6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45745); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5111); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



Menetapkan 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
Atau Di Bayar Kembali Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

17.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 12); 

1B.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN 
LOGAM DAN BATUAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan 

4.	 Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku. 

7.	 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8.	 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan Pajak Daerah. 



9.	 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

10.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati 
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

11.	 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas 
kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
balk dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan. 

12.	 Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. 

13.	 Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber 
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan 

14.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan 
kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

15.	 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

16.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya 
jumlah Pajak yang terutang. 

17.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus 
dibayar. 

18.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat 
Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

19.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

20.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit 
pajak, atau pajak tidak terutanq dan tidak ada kredit pajak. 

21.	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 



22.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penetapan ketentuan teretentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

23.	 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

24.	 Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang 
diajukan oleh wajib pajak. 

25.	 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

26.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal2 

(1)	 Dengan Nama Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan. 

(2)	 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang meliputi: 

a.	 asbes; 
b.	 batu tulis; 
c.	 batu setengah permata; 
d.	 batu kapur; 
e.	 batu apung; 
f.	 batu pennata; 
g.	 bentonit; 
h.	 dolomit; 
I.	 feldspar; 
j.	 garam batu; 
k.	 grafit; 
I.	 ganitlandesit; 
m.	 gips 
n.	 kalsit 
o.	 kaolit; 
p.	 leusit; 



q.	 magnesit; 
r.	 mika; 
s.	 marmer; 
t.	 nitrat; 
u.	 opsidien; 
v.	 oker; 
w.	 pasir dan kerikil; 
x.	 pasir kuarsa; 
y.	 perlit; 
z. phospat;
 
aa. talk;
 
bb. tanah serap (fullers earth);
 
ee. tanah diatome;
 
dd. tanah liat;
 
ee. tawas (alum);
 
ff. tras;
 
gg. yarosif;
 
hh. zeolit;
 
II. basal;
 
jj. trakkit;
 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai
 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)	 Dikeeualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut: 

a.	 kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan seeara 
kornersial, seperti pengambilan tanah untuk keperluan 
rumah tangga, pemaneangan tiang listrikltelepon, 
penanaman kabel listrikltelepon/pipa air/gas; 

b.	 kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan seeara 
komersial; dan 

e.	 pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk 
kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal3 

(1)	 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 

(2)	 Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang 
pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal4 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. 

(2)	 Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan 
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 



(3)	 Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah 
daerah yang bersangkutan. 

(4)	 Daftar nilai atau pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan keputusan 
Bupati. 

Pasal5 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 
20% (dua puluh persen). 

Pasal6 

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

BABIV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal? 

Wilayah Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 
adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABV 

MASAPAJAK 

Pasal8 

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan 
kalender. 

BABVI 

CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN 

Pasal9 

(1)	 Wajib Pajak harus mengisi formulir pendaftaran dan formulir 
pendataan di Dinas secara benar dan jelas yang selanjutnya 
dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor 
urut. 

(2) Wajib Pajak 
perusahaan. 

harus melampirkan data-data lengkap 

Pasal10 

(1)	 Wajib Pajak yang telah memiliki nomor urut setiap 3 (tiga) 
bulan wajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan 
benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(2)	 Data dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu 
data untuk dijadikan dasar perhitungan dan penetapan pajak 
terutang. 



BAB VII 

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal11 

(1)	 SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak 
dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib 
membayar sendiri pajak yang terutang ke Dinas. 

(3)	 Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan serta 
menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan 
menggunakan SPTPD. 

Pasal12 

(1)	 SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan 
jumlah yang masih harus dibayar. 

(2)	 Setelah 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan: 

a.	 SKPDKB dalam hal: 

1.	 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 

2.	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; dan 

3.	 jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 
yang terutang dihitung secara jabatan. 

b.	 SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang 

c.	 SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

(3)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 
angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

(4)	 Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut 

(5)	 Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 



(6)	 Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat 
terutangnya pajak. 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal13 

(1)	 Wajib Pajak membayar atau menyetorkan pajak yang 
terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui 
Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak. 

(2)	 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak harus ditambah merupakan 
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3)	 SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

(4)	 STPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II, III dan IV dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, 

Pasal14 

(1)	 Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2)	 Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak 
terutang pada kurun waktu tertentu dengan dilampirkan bukti­
bukti pendukung bahwa Wajib Pajak belum sanggup 
membayar lunas pajak tersebut. 

(3)	 Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

• 
(4)	 Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

Pasal15 

(1)	 STPD merpakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 



(2)	 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (hari) setelah tanggal surat teguran 
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib 
Pajak harus melunasi pajak yang terutang. 

(4)	 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan 
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

BABIX 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 16 

(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 
dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan dari surat 
keputusan keberatan tersebut. 

(2)	 Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

Pasal 17 

(1)	 Jika Pengajuan keberatan atau permohonan banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2)	 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPLB. 

(3)	 Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4)	 Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan. 

(5)	 Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 



BABX
 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
 
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
 

ADMINISTRATIF
 

Pasal18 

(1)	 Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati 
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ; 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau 
kondisi tertentu objek pajak. 

(3)	 SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran V dan VI dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BABXI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal19 

(1)	 Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati. 

(2)	 Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan. 

(3)	 Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 
(satu) bulan. 

(4)	 Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu hutang pajak dimaksud. 



(5)	 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6)	 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan 
imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

BAB XII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal20 

Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan pajak yang 
sudah kadaluwarsa kepada Bupati rnelalui Dinas, Bupati 
menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB XIII 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal21 

(1)	 Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan yang berisikan data laporan produksi perusahaan 
per triwulan dan melaporkannya ke Dinas. 

(2)	 Dalam hal pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, Bupati dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dengan 
menurunkan tim teknis dari Dinas. 

BABXIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTLIP 

Pasal 22 

(1)	 Menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan Pembinaan dan 
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2)	 Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama 
dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 23 

Dalam rangka optirnalisasi, inventarisasi, pelaksanaan dan 
penerimaan daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 



Pasal 24 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal, ,- I - 2012 

BUPATI LAMPUNG SE AN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ~- \ - 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
 



LAMPlRAN I	 PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 

NOMOR : rahun 20]2 

TANGGAL: 20]2 

Lain -Iain 

~ PEMERINTAH KABUPATEN II ~ro~.W"DINASPERTAMBANGAN & ENERGI 

JI. Indra Bangsawan No.28 

, Tip. (0727) 322109 Kafianda 

Nama 

Alamat 

NPWPD 0 0 
Menyetor berdasarkan .) ; 0 SKPD 

0 SKPDT 

[J SKPDKB 

IJ SKPDKBT 

Masa Pajak: ............ 
No Ayat 

Jumlah Setcran Pajak 

Dengan Huruf : I 

Ruang untuk Teraan 

xas Regtster/Tanda Tangan 

Petugas Penerlma 

SSPD 
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) 

Tahun... 

I I I I I I I I IT] I I I I 
STPD0 0 

0 SPTPD 

0 SK pembetulan 

D SK Keberaten 

Tahun: No. Urut : ..................... 
Jenis Pajak Daerah 

ultertma oteh, .................... Tahun ......... 

Petugas Tempat pembavaran 

Tanggal 

Tanda Tangan 

Nama Terang 

jumlah (Rp.) 

I 

Penveror 

( ..........................) 



LAMPIRANII PERATURAN BUPATI LAMPUNGSELATAN 

Tahun 2012 

2012 

NOMOR 

TANGGALi ,~'"'~'''-".. STPD 
2S lAMPUNGSElATAN ISURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) 

DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Masa Pajak .............................. NO. URUT 
JI. lndra Bangsawan No.28 Tahun . .......... .................. ITIIIIJ 

., Tip. (0727) 322109 Kahanda 

Nama 

Alamat 

NPWPD 0 0 ITIIIIIJ IT] ITJJ 
Tanggal Jatuh Tempo: ........................... .......... 

I. Telah dilakukan pemertksaan atau keterangan lain etas pelaksanaan kewajiban: 

Ayat Pajak : I I I I IIJ 
Nama Pajak ................................••••••• _..... 

II. Dari Penelftian dan atau pemeriksaan tersebut dlatas, pengbitungan jumlah yang masih harus dibayar 

sebagai berikut : 

1. Pajak yang kurang dibayar Rp 
2. Sanksi admtntstrasi 

a. Bunga Rp 
3. Jumlah yang masih harus dlbavar (1+2a) Rp 

Dengan Huruf: I I 
PERHATIAN 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank/Bendahara Penerimaan Dtnas Pertambangan dan Energi 

Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

2. Apabila STPDini tidak atau kurang dibavar setelah lewat waktu paling lama 30 hart sejak STPD 

ini diterima dikenakan sanksi admmttrasl berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

........ ......... ................. ......... Tahun .. 
a.n KEPAlA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

......... 

NIP. 

. . --- Guntmg d,smt 

No. STPD 

TANDA TERIMA 
NPWPD 
Nama 

Alamat 

_________Tahun 

Yang Menerima 

( ) 

BUPATI LAMPUNG SELATA • 

Rye NOZASZP 



- -

LAMPIRAN III	 PERATURAN BUPATILAMPUNGSELATAN 

NOMOR 'rabun 2012 

TANGGAl 2012 

(; _'".""~"..n"
,~~ LAMPUNGSELATAN 

D1NAS PERTAMBANGAN & ENERGI 

JI. Indra Bangsawan No.28 

. Tip. (0727)322109 Kalianda 

Nama 

Alamat 
-- ­

SKPDKB 
(SURATKETERAHGAN PAJAKDAEAAHKURANGSAYAR) 

NO.URUTMasa Pajak .....................
 
Tahun I I I I I [J 

NPWPD D D I I I I I I I I DO I I I I 
TanggaJ jatuh Tempo: 

L	 Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajlban: 

Ayat Pajak I I I I I I	 I ,Nama Pajak ................ ................
 

II.	 Dari pemerrksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan jumlah yang masth 
harus dibayar adalah sebagar benkut : 

1. Dasar Pengenaan	 Rp 
2. Pajak yang terhutang	 Rp 
3. Kredit Pajak: 

a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp 
b. Setcran yang dilakukan	 Rp 
c. lain-lain	 Rp 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	 Rp 

4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	 Rp 
5. Sanks!administrasi : 

a. Bunga	 Rp 
b. KenaJkan	 Rp 
c. Jumlah sanksi adminlstrasi (a+b)	 Rp 

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	 Rp 

Dengan Huruf : I	 I 
PERHATIAN 

1.	 Harap penvetoran dllakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ..............•.....j 

dengan menggunakan surat Setoren Pajak Daerah (SSPD). 

2.	 Apabtla SKPDKBini tldak atau kurang dibavar setelah lewat waktu paling lama 30 hart sejak SKPDKB 

lnl diterima dlkenakan sanksi edmmltrast berupa bunga sebesar 2 % per bulan 

.............................. rabun..
 

a.n Kepala Dlnas Pertambangan dan Energl 

............ 

NIP. 

~-------------------------- Gunting disini------~----~~-----

NPWPD 

Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

No. Sf(PDKB: 

Yang Menerima 

_-,-,---__-,-__Tahun _ 

........................... ) 

BUPATI LAMPUNG SELAT 



LAMPIRAN IV	 PERATURAN SUPAn LAMPUNG SELATAN 

NOMOR : Tahun 2012 

TANGGAL : 2012 

PEMERlNTAH I(ABUPATEN 

LAMPUNGSELATAN 

D1NASPERTA~·tBANGAN & ENERGI 

JI. Indra Bangsawan NO.28 

Tip. (0727) 322109 Kalianda 

SKPDKBT 
ISURAT KUERANGAN PAJM IlAEllAHKURANG BAYAR TAMBAHAN] 

Masa Pajak 

Tahun 
NO. URUT 

I I I 

-~-----~-----
Nama 

Alamat 

NPWPD D D I I I I I I I I 
Tanggal Jatuh Tempo: 

ITJITII 

I. Telah dilakukan pemenksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 

Ayat Pajak , I I I I I I I 
Nama Pajak , .............................................. 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut dtatas, penghltungan jumlah yang masih harus dibayar 
adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Rp 

2. Pajak yang tertrutang Rp 

3. Kredit Pajak: 

a. Kopensasi kelebthan dari tahun sebelumnya Rp 

b. Setoran yang dllakukan Rp 
c. lain-lain Rp _ 

d. Jumlah yang dapat dlkreditkan (a+b+c) Rp 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pckok Pajak (2-3d) 

S. Sanksi administrasi : 

a. Bunga 

b. Kenaik.an 

c. Jumlah sanksi administrast (a+b) 

6. Jumlah yang masih harus dlbavar (4+Sc) 

Rp 

Rp 
Rp _ 

Rp 

Rp 

Dengan Huruf : 

PERHATIAN 

1. Harap oenvetcran dilakukan melalul BKP atau KasDaerah (Bank ) dengan menggunakan surat 

Setoran Pajak naerah (SSPD). 

2. Apablla SKPDKBT ini tldak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hart sejak SKPDKBT 

ini diterima dikenakan sanksr adminttrast berupa bungs sebesar 2 % per bulan 

............................ rabun . 

a.n Kepala Dinas Pertambaogan dan Energi 

NIP. 

--------------------------- Guntlngd,sln/--------------------------------------­
No. SKPDKBT : 

TANDA TERIMA
 

NPWPD
 

Nama
 

Alamat
 
________Tahun _ 

Yang Menerima 

( ) 



lAMPIRANV	 PERATURAN 9UPAn lAMPUNG SELATAN 

NOMOR : Tahun 2012 

TANGGAL: 2012 

fI)
, PEMERINTAH KABUPATEN SKPDLB 

,''l LAMPUNG SELATAN !SURAT KffiRANGAN PAJN( DAfRAH ILBJH BAYARj 

D1NAS PERTAMBANGAN & ENERGI Masa Pajak . NO.URUT 

JI. Indra Bangsawan No.28 Tahun	 . I I I I I I I 
,. TIp. (0727) 322109 Kalianda 

Nama 
---------­ ---

Alamat 

NPWPD D D I I I I I I I I IT] I I I I 
Tanggat Jatuh Tempo: . 

I.	 TeJah dilakukan pernerlksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajlban : 

Ayat Pajak I I I I I I I 
Nama Pajak ...... ............................. ......
 

II.	 Dar! pemertksaan atau keterangan lain tarsebut diatas. penghitungan jumlah leblh bayar seharusnva 

tidak terutang adalah sebagai berlkut : 
1. Dasar Pengenaan	 Rp 

2. Pajak yang terhutang	 Rp 

3. Kredit Pajak: 

a. Setoran yang dilakukan	 Rp 

b. Lain-lain	 Rp 

c. Dikurangi kopensasi kelebihan ketahun yang
 

akan datang/hutang pajak Rp
 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) -:R"P'--------­

4. Jumlah kelebthan pembavaran Pokok Pajak (3d-2)	 Rp 
5. Sanks! administrasi : 

a. Bunge	 Rp 
b. Kenaikan	 Rp, _ 
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	 Rp 

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	 Rp 

Dengan Huruf: 

PERHATIAN 

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKPI dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) 

........•......•.•.••.........Tahun .
 

a.n KEPALADINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

- Guntmg dISlm-- .- •. 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

No. SKPDlB: 

TANDATERIMA 

________Tahun 

Yang Menerima 

_ 

(""""".,..,.,.,.) 

BUPATI LAMPUNG SELAT 

http:�......�.�.��


---------- -- - ----

lAMPIRANVl	 PERAlURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR : Tahun 2012 

TANGGAL: 2012 

SKPDN 
(SURATKETERANGAN PAJAK. DAfRAH NIHIL) 

Masa Pajak ..............................
 NO. URUT 

Tahun ..............................
 I I I I I I	 I 

i ..~"'~~ "we",
C~,") LAMPUNG SELATAN 

... DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 

JI. Indra Bangsawan No.28 

TIp. (0727) 322109 Kalianda 

Nama 

Alamat 

NPWPD 0 0 
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewailban : 

Ayat Pajak I I I I I I I 
Nama Pajak ...................•. ............. ........ 

II. Dari pemerlksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan jumlah yang masih 

harus dibayar adalah sebagai berikut ; 

1. Dasar pengenaan 

2. Pajak yang terhutang 

3. Kredit Pajak: 

a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya 

b. Setoran yang dilakukan 

c. Lain-lain 

d. STP (Pokok) 

e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) 

4. Jumlah yang masrh harus dibayar (2-3e) 

I I I I I I I I rn I I I I 

Rp 

Rp 

Rp
 

Rp
 

Rp
 

Rp
 

Rp 

Rp NIHil 

.............................. Tahun ......... .......
 

a.n Kepala tnnas Pertambangan dan Energi 

............................. .....
 

NIP. 

·-------------~----------------Gunt;ng d;5;ni-~~--~-------------------------------

NPWPD 

Nama 

Alamat 

TANDATERIMA 

No. SKPD: 

_________Tahun _ 

Yang Menerima 

( ) 

BUPATI LAMPUNG SE TAN, 

Rye MENOZA SZP 


